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Abstract 

The transformation of administrative law in the digital era presents 

challenges and opportunities for transparent governance. The development of 

information and communication technology has changed the way government 

administration provides services to the public. Digitalization of public 

administration not only enhances bureaucratic efficiency and effectiveness but also 

demands legal reforms to ensure accountability and the protection of citizens' 

rights. This study aims to analyze the impact of administrative law transformation 

in the digital era on government transparency and identify emerging challenges 

and opportunities. By understanding these changes, this research seeks to provide 

policy recommendations for creating a more transparent and accountable 

administrative system. The research employs a qualitative method with a 

descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies, 

analysis of legal regulations, and interviews with legal and public administration 

experts. The findings were then evaluated based on administrative law theories and 

the principles of good governance. indicate that the digitalization of government 

administration significantly contributes to increased transparency, efficiency, and 

accountability. However, several challenges must be addressed, such as data 

protection, digital divide, and resistance to change within the bureaucracy. 

Therefore, adaptive regulations and supportive policies are needed to ensure 

justice, openness, and public participation in governance. 

 

Keywords: Administrative Law, Digitalization, Government Transparency, Legal 

Reform, Accountability. 

 

Abstrak 

Transformasi hukum administrasi di era digital membawa tantangan dan 

peluang bagi pemerintahan yang transparan. Perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi telah mengubah cara administrasi pemerintahan dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat. Digitalisasi administrasi publik tidak 

hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, tetapi juga menuntut 
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reformasi hukum guna memastikan akuntabilitas serta perlindungan hak-hak warga 

negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi hukum 

administrasi di era digital terhadap transparansi pemerintahan serta 

mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul. Dengan memahami 

dinamika perubahan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan 

yang sesuai untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih transparan dan 

akuntabel. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan, analisis dokumen peraturan perundang-undangan, serta wawancara 

dengan para pakar hukum dan administrasi publik. Hasil analisis kemudian 

dievaluasi dengan teori hukum administrasi dan prinsip-prinsip good governance. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan 

berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan 

akuntabilitas. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti 

perlindungan data pribadi, kesenjangan digital, serta resistensi terhadap perubahan 

dalam sistem birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif dan 

kebijakan yang mendukung transformasi hukum administrasi agar dapat menjamin 

keadilan, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. 

 

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Digitalisasi, Transparansi Pemerintahan, 

Reformasi Hukum, Akuntabilitas. 

 

PENDAHULUAN 

Hukum administrasi merupakan cabang hukum yang mengatur tentang 

hubungan antara pemerintah dan warga negara, yang melibatkan tindakan 

administratif, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan publik lainnya. 

Hukum administrasi berfungsi untuk mengontrol tindakan pemerintah dalam 

mengelola dan memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, dengan 

perkembangan teknologi digital yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, 

pemerintah di berbagai wilayah, termasuk di Kota Probolinggo, menghadapi 

tantangan baru dalam menyesuaikan kebijakan dan proses administratif mereka 

dengan perubahan zaman ini. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (2016), seorang pakar 

hukum tata negara, transformasi digital dalam administrasi pemerintahan membuka 

peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. 

Namun, ia juga mengingatkan bahwa agar transformasi ini berjalan dengan baik, 

diperlukan adanya regulasi yang tegas dan sistem pengawasan yang efektif untuk 

mencegah penyalahgunaan teknologi. Dalam konteks e-Government, ia 

berpendapat bahwa pemerintah harus memastikan adanya keselarasan antara 

kebijakan yang diterapkan dengan hak asasi manusia, terutama dalam hal privasi 

data pribadi. 
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Transformasi hukum administrasi di era digital tidak hanya mengarah pada 

penyederhanaan dan efisiensi birokrasi, tetapi juga membuka peluang besar untuk 

menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Di era 

digital, pemerintah memiliki potensi untuk memanfaatkan teknologi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi. 

Namun, di sisi lain, era digital juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam 

hal perlindungan data pribadi, kesenjangan digital, dan perubahan struktur 

kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung transisi ini. Prof. Dr. Harkristuti 

Harkrisnowo (2018), seorang ahli hukum tata negara, menyatakan bahwa 

digitalisasi pemerintahan memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih terlibat 

dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan publik. Ia berpendapat bahwa hal ini 

akan mendorong pemerintah untuk lebih akuntabel. Namun, ia juga menekankan 

perlunya perhatian terhadap masalah hukum yang timbul akibat digitalisasi, 

terutama yang berkaitan dengan hak privasi dan hak akses terhadap data publik. 

Di Kota Probolinggo, penerapan teknologi dalam sistem administrasi 

pemerintahan sudah mulai dilakukan, namun masih banyak kendala yang harus 

diatasi. Pemerintah Kota Probolinggo berupaya untuk menerapkan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), namun tidak terhindar dari 

berbagai tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh 

karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana 

transformasi hukum administrasi di era digital ini dapat meningkatkan transparansi 

pemerintahan di Kota Probolinggo serta menganalisis peluang dan tantangannya. 

Peluang Peningkatan Transparansi Era digital memberikan peluang besar bagi 

pemerintah untuk lebih transparan dalam menjalankan fungsi administratifnya. 

Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi e-Government dan sistem 

pengawasan berbasis digital, memungkinkan masyarakat untuk mengakses 

informasi mengenai kebijakan dan tindakan administratif secara langsung. Hal ini 

memperkecil kemungkinan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan 

nepotisme dalam proses administratif. Sebagai contoh, di Kota Probolinggo, 

penerapan sistem e-Budgeting dan e-Procurement dapat mempermudah 

pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dan proses pengadaan barang 

dan jasa oleh pemerintah kota. Prof. Dr. Kadarusman (2020), seorang pakar hukum 

administrasi, menyatakan bahwa penerapan sistem e-Government di Indonesia 

membawa potensi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun, ia juga 

menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Sistem yang efektif tidak 

hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan aparatur 

pemerintahan untuk menjalankan sistem digital yang ada. 
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Pengelolaan Data dan Perlindungan Data Pribadi Salah satu tantangan 

utama dalam transformasi hukum administrasi di era digital adalah pengelolaan dan 

perlindungan data pribadi. Seiring dengan digitalisasi proses administratif, data 

pribadi warga negara yang dikelola oleh pemerintah harus dilindungi dengan baik 

agar tidak disalahgunakan. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang baru-

baru ini disahkan di Indonesia menjadi langkah penting untuk melindungi privasi 

individu. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa semua 

sistem digital yang diterapkan dapat mematuhi ketentuan yang ada dalam undang-

undang ini. Di Kota Probolinggo, pemanfaatan sistem administrasi berbasis 

elektronik harus sejalan dengan upaya perlindungan data pribadi, mengingat 

banyaknya data pribadi warga yang dikelola oleh pemerintah. Dr. Tuti S. Pratomo 

(2019), pakar hukum administrasi publik, berpendapat bahwa salah satu 

keuntungan utama dari transformasi digital dalam pemerintahan adalah 

peningkatan transparansi, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah 

mengawasi kebijakan dan keputusan pemerintah. Namun, ia juga mencatat 

tantangan dalam hal keberlanjutan dan perlindungan data pribadi yang terkumpul 

dalam sistem digital. Ia menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan aspek 

keamanan data dalam setiap kebijakan e-Government. 

Kesenjangan Digital Meskipun teknologi digital menawarkan berbagai 

kemudahan, tidak semua lapisan masyarakat di Kota Probolinggo memiliki akses 

yang setara terhadap teknologi ini. Kesenjangan digital, baik dari segi infrastruktur 

maupun kemampuan literasi digital, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan 

e-Government yang inklusif. Pemerintah daerah harus bekerja keras untuk 

memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, 

termasuk mereka yang berada di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, 

pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang merata dan pelatihan literasi 

digital menjadi hal yang sangat penting. Menurut Dr. Rosdiana (2021), ahli hukum 

administrasi, transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas 

pemerintahan, tetapi pemerintah perlu menghadapi berbagai tantangan, seperti 

ketidaksetaraan akses terhadap teknologi di daerah-daerah terpencil. Ia 

menyarankan agar pemerintah meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan 

menyediakan pelatihan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak 

dapat berpartisipasi dalam sistem pemerintahan berbasis digital. 

Regulasi yang Mendukung Salah satu tantangan dalam 

mengimplementasikan transformasi hukum administrasi di era digital adalah 

kebutuhan akan regulasi yang jelas dan memadai. Pemerintah perlu memastikan 

bahwa hukum administrasi yang ada dapat mengakomodasi perubahan yang dibawa 

oleh teknologi digital. Misalnya, hukum yang mengatur mengenai dokumen 

elektronik, tanda tangan digital, dan transaksi elektronik perlu diperbarui agar 
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sejalan dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Di Kota Probolinggo, 

meskipun ada berbagai kebijakan yang sudah diterapkan untuk mendukung 

digitalisasi, namun perlu ada kajian lebih lanjut mengenai kesesuaian regulasi yang 

ada dengan dinamika perubahan teknologi.  

Peningkatan Kualitas Layanan Publik Digitalisasi dalam pemerintahan 

memungkinkan peningkatan kualitas layanan publik, seperti pengurusan izin, pajak 

daerah, atau pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan secara online. Sistem 

pelayanan publik berbasis digital juga dapat mengurangi antrean panjang dan 

birokrasi yang rumit. Dengan adanya aplikasi pelayanan publik di Kota 

Probolinggo, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, cepat, dan 

transparan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah. Bagir Manan (2018), pakar hukum tata negara, 

menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan membuka peluang besar untuk 

memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengawasan. Namun, ia juga memperingatkan bahwa teknologi digital harus 

digunakan dengan hati-hati, karena ada potensi risiko penyalahgunaan data pribadi 

dan pengawasan yang berlebihan yang dapat merugikan warga negara. 

Partisipasi Publik dalam Pengawasan Salah satu peluang yang dimiliki oleh 

transformasi hukum administrasi di era digital adalah meningkatkan partisipasi 

publik dalam pengawasan pemerintahan. Masyarakat dapat lebih mudah mengakses 

informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan proses administratif lainnya melalui 

platform digital yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan adanya 

pengawasan yang lebih partisipatif, di mana masyarakat dapat memberikan 

masukan, kritik, maupun laporan terkait pelayanan publik. Di Kota Probolinggo, 

penerapan aplikasi pengaduan berbasis digital memungkinkan masyarakat untuk 

melaporkan permasalahan secara langsung dan transparan. 

Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Transformasi digital berpotensi untuk 

meningkatkan efisiensi birokrasi. Proses yang sebelumnya memakan waktu lama, 

seperti pengajuan izin atau pembayaran pajak, dapat dilakukan secara cepat melalui 

sistem digital. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi biaya 

operasional. Di Kota Probolinggo, implementasi sistem e-Government telah 

mengurangi interaksi tatap muka yang biasanya melibatkan banyak pihak, sehingga 

proses administratif menjadi lebih cepat dan efisien. M. Iqbal (2020), seorang 

praktisi hukum, menekankan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan harus 

disertai dengan penguatan sistem pengawasan yang lebih efektif. Menurutnya, 

meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi, penting bagi masyarakat untuk 

memiliki kontrol terhadap bagaimana data mereka digunakan dan untuk 

memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat 
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dipertanggungjawabkan dengan jelas. Kesiapan Sumber Daya Manusia Salah satu 

aspek yang tak kalah penting dalam transformasi hukum administrasi di era digital 

adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). Aparatur pemerintah harus memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang cukup mengenai teknologi informasi agar 

dapat mengelola sistem digital dengan baik. Oleh karena itu, pelatihan dan 

pengembangan SDM menjadi hal yang krusial untuk keberhasilan implementasi e-

Government. Pemerintah Kota Probolinggo perlu memastikan bahwa pegawai 

negeri sipil (PNS) mereka terampil dalam menggunakan teknologi digital untuk 

menunjang tugas-tugas administratif.  

Menurut M. Yahya Harahap (2020), ahli hukum administrasi, digitalisasi 

administrasi pemerintah memberikan kesempatan untuk mempercepat proses 

pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi birokrasi, namun juga 

menyarankan agar sistem yang diterapkan memperhatikan perlindungan hak-hak 

individu dan tidak memperburuk ketimpangan sosial. Sementara itu, Sri Mulyani 

Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, mengemukakan bahwa penerapan e-

Government dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

anggaran, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam 

pengadaan barang dan jasa. 

Dr. Andi Hamzah (2017), mengemukakan bahwa teknologi digital harus 

digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, namun ia mengingatkan agar 

pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga memastikan sistem yang 

dibangun mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, untuk 

menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, penting bagi teknologi 

digital yang digunakan dalam pemerintahan untuk dapat diakses secara adil oleh 

seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Transformasi hukum administrasi di era digital, khususnya di Kota Probolinggo, 

membawa banyak peluang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, 

efisien, dan responsif. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, perlindungan 

data pribadi, dan kesiapan SDM harus diatasi agar implementasi e-Government 

dapat berjalan optimal. Pemerintah Kota Probolinggo perlu melanjutkan 

pengembangan infrastruktur digital dan memperkuat regulasi yang mendukung 

penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan 

digitalisasi administrasi pemerintahan dapat memberikan dampak positif dalam 

mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan lebih transparan. 

METODOLOGI 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis 

transformasi hukum administrasi di era digital, khususnya terkait dengan tantangan 

dan peluang bagi pemerintahan yang transparan di Kota Probolinggo, dapat 
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dijelaskan melalui komponen-komponen berikut, Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis fenomena 

transformasi hukum administrasi di era digital, khususnya terkait dengan 

implementasi e-Government di Kota Probolinggo. Penelitian ini berfokus pada 

pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang yang ada serta dampak 

terhadap pemerintahan yang transparan. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris, 

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum, regulasi, 

serta kebijakan yang terkait dengan transformasi hukum administrasi di era digital. 

Hal ini dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, teori-teori 

hukum administrasi, dan literatur lainnya yang relevan. Pendekatan empiris 

digunakan untuk menganalisis penerapan e-Government di Kota Probolinggo, 

melihat bagaimana teknologi memengaruhi transparansi dan akuntabilitas 

pemerintahan. Pendekatan ini lebih berfokus pada realitas yang terjadi di lapangan 

melalui data dan fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.  

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai transformasi hukum 

administrasi di era digital, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota 

Probolinggo untuk mengoptimalkan penerapan e-Government demi tercapainya 

pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang dilakukan 

mengenai transformasi hukum administrasi di era digital, dengan fokus pada 

tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah Kota Probolinggo dalam 

menciptakan pemerintahan yang transparan melalui penerapan e-Government. 

Hasil ini didapatkan dari wawancara dengan berbagai pihak terkait, observasi 

lapangan, serta analisis dokumen yang ada. 

 

Hasil Penelitian 

Tantangan dalam Transformasi Hukum Administrasi Digital di Kota 

Probolinggo 

a. Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) Salah satu 

tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kota Probolinggo adalah 

keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya kapasitas SDM yang 

memadai dalam menerapkan e-Government secara maksimal. Meskipun 
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sebagian besar layanan publik telah beralih ke platform digital, banyak 

pegawai pemerintah yang belum memiliki keterampilan teknologi yang 

memadai untuk mengelola dan memanfaatkan sistem digital tersebut secara 

optimal. 

b. Keamanan dan Perlindungan Data Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pihak pemerintah, meskipun telah ada kebijakan perlindungan data pribadi, 

penerapan kebijakan tersebut masih terbatas. Banyak warga yang merasa 

khawatir akan potensi kebocoran data pribadi mereka, terutama terkait 

dengan penggunaan aplikasi dan sistem online untuk layanan publik. 

Keamanan data masih menjadi masalah utama yang perlu ditangani dengan 

serius untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-

Government. 

c. Ketidakmerataan Akses Teknologi Walaupun Kota Probolinggo telah 

mengimplementasikan berbagai platform digital, ketidakmerataan akses 

internet dan teknologi di daerah-daerah tertentu menjadi kendala. Beberapa 

daerah di Kota Probolinggo masih mengalami kesulitan dalam mengakses 

layanan berbasis digital karena terbatasnya jaringan internet dan perangkat 

teknologi yang memadai di masyarakat. 

Peluang dalam Transformasi Hukum Administrasi Digital di Kota 

Probolinggo 

a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Kota Probolinggo 

telah berhasil meningkatkan transparansi dalam administrasi publik melalui 

penerapan sistem e-Government. Layanan publik yang dapat diakses secara 

online mempermudah masyarakat untuk memonitor proses administratif 

secara langsung. Sistem pelaporan online dan portal transparansi anggaran 

menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa masyarakat bisa 

mengawasi pengelolaan dana publik dan kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah. 

b. Efisiensi dan Kecepatan Pelayanan Adanya sistem digital dalam pelayanan 

publik di Kota Probolinggo telah menghasilkan proses pelayanan yang lebih 

efisien dan cepat. Proses pengurusan berbagai izin seperti izin usaha, surat 

keterangan, dan layanan lainnya kini bisa dilakukan secara online, 

mengurangi waktu yang sebelumnya dihabiskan dalam antrian panjang atau 

proses birokrasi yang lambat. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan 

secara real-time yang mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan atau 

praktik korupsi. 

c. Pemberdayaan Masyarakat Salah satu peluang besar dari penerapan e-

Government adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan. Platform digital yang tersedia memberi kesempatan bagi warga 

untuk berpartisipasi dalam musyawarah publik, memberikan masukan 
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terhadap kebijakan, serta melaporkan keluhan mengenai layanan publik. 

Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa hal penting terkait 

dengan tantangan dan peluang dalam transformasi hukum administrasi di era digital 

di Kota Probolinggo dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Dalam menghadapi 

transformasi digital, kesiapan infrastruktur menjadi faktor kunci. Meskipun Kota 

Probolinggo telah memulai penerapan sistem e-Government, ketergantungan pada 

infrastruktur digital yang memadai masih menjadi kendala, terutama di beberapa 

daerah yang belum terjangkau internet dengan baik. Pemerintah perlu memastikan 

bahwa infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet dan perangkat keras, 

tersedia secara merata di seluruh wilayah kota. Selain itu, pengembangan SDM 

yang memiliki keterampilan teknologi juga sangat penting. Program pelatihan dan 

peningkatan kapasitas pegawai pemerintah terkait penggunaan teknologi dalam 

administrasi publik harus menjadi prioritas. 

Keamanan dan Perlindungan Data Perlindungan data pribadi sangat krusial 

dalam implementasi e-Government. Meskipun Kota Probolinggo telah membuat 

kebijakan terkait perlindungan data, masih terdapat kekhawatiran di kalangan 

masyarakat mengenai keamanan data pribadi mereka. Kebocoran data atau 

penyalahgunaan informasi pribadi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan 

keamanan siber dengan menerapkan sistem enkripsi yang kuat dan melakukan audit 

berkala terhadap sistem yang digunakan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat 

tentang hak-hak mereka terkait data pribadi dan bagaimana pemerintah melindungi 

data mereka sangat penting untuk membangun kepercayaan. 

Ketidakmerataan Akses Teknologi Meskipun transformasi digital 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun ketidakmerataan 

akses teknologi menjadi tantangan signifikan. Warga yang tinggal di daerah dengan 

keterbatasan akses internet atau perangkat teknologi sering kali kesulitan dalam 

memanfaatkan layanan publik yang berbasis digital. Pemerintah Kota Probolinggo 

perlu menciptakan solusi alternatif, seperti menyediakan titik akses internet publik 

gratis atau pelatihan penggunaan teknologi bagi masyarakat di daerah yang belum 

terjangkau. Ini akan membantu menciptakan pemerintahan yang inklusif. 
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Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Salah satu aspek positif dari 

penerapan e-Government di Kota Probolinggo adalah peningkatan transparansi. 

Masyarakat kini dapat memonitor proses pelayanan secara langsung, mengakses 

informasi tentang penggunaan anggaran daerah, dan melaporkan keluhan mereka 

dengan mudah. Hal ini membuat pemerintah lebih akuntabel terhadap publik. 

Dalam hal ini, platform digital seperti aplikasi pelaporan masyarakat dan portal 

transparansi anggaran dapat memperkuat partisipasi publik dan memastikan bahwa 

kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat. 

Efisiensi Pelayanan Publik Efisiensi menjadi salah satu keuntungan terbesar 

dari penerapan e-Government. Proses pengurusan izin atau dokumen penting dapat 

dilakukan dengan lebih cepat dan tanpa melalui prosedur yang panjang. Hal ini 

tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah 

mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses administrasi. Namun, untuk 

mencapai efisiensi maksimal, pemerintah harus terus memperbaiki sistem 

digitalnya agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat. 

Pemberdayaan Masyarakat Penerapan e-Government juga membuka 

peluang bagi pemberdayaan masyarakat. Melalui platform digital, masyarakat 

dapat memberikan feedback terhadap layanan yang diterima, mengajukan saran 

untuk perbaikan, serta berpartisipasi dalam proses perencanaan dan evaluasi 

kebijakan publik. Ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang inklusif, yang 

mengutamakan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam setiap aspek 

pengambilan keputusan. 

Tabel  

Aspek Tantangan  Peluang 

Kesiapan 

Infrastruktur dan 

SDM 

- Keterbatasan infrastruktur 

digital di beberapa daerah 

Pengembangan 

infrastruktur teknologi yang 

lebih baik di seluruh 

wilayah 

Kurangnya kapasitas SDM 

dalam mengelola teknologi 

administrasi publik. 

Pelatihan dan peningkatan 

keterampilan SDM di 

bidang teknologi 

Kekhawatiran mengenai 

kebocoran data pribadi 

Peningkatan keamanan 

sistem digital dan 

perlindungan data pribadi 
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Keamanan dan 

Perlindungan 

Data 

Kurangnya pemahaman 

tentang kebijakan 

perlindungan data di 

kalangan masyarakat 

Transparansi dan 

kepercayaan masyarakat 

terhadap sistem e-

Government 

Ketidakmerataan 

Akses Teknologi 

Ketidakmerataan akses 

internet dan perangkat 

teknologi di beberapa 

daerah. 

Solusi alternatif untuk 

akses teknologi, seperti Wi-

Fi publik gratis 

Masyarakat di daerah 

tertentu kesulitan 

mengakses layanan digital 

Pemberdayaan masyarakat 

melalui pelatihan 

penggunaan teknologi. 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Tantangan dalam penerapan 

pengawasan sistem digital 

secara menyeluruh 

• Meningkatkan 

transparansi melalui 

platform digital yang 

mudah diakses  

• Meningkatkan 

akuntabilitas pemerintah 

dalam pengelolaan 

anggaran dan kebijakan 

Efisiensi 

Pelayanan Publik 

Beberapa layanan masih 

mengalami kendala dalam 

implementasi e-

Government. 

Efisiensi waktu dan biaya 

dalam pengurusan izin dan 

layanan publik lainnya 

Proses administrasi di 

beberapa sektor masih 

memerlukan perbaikan 

sistem 

Mempercepat pelayanan 

publik dengan mengurangi 

birokrasi 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Masyarakat kurang familiar 

dengan partisipasi dalam 

platform digital 

• Meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam 

pengambilan keputusan  

• Meningkatkan 

keterlibatan masyarakat 

dalam pengawasan dan 

pelaporan layanan publik. 

 

Tantangan mencakup masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota 

Probolinggo dalam proses digitalisasi administrasi publik, seperti kurangnya 

infrastruktur yang memadai, masalah keamanan data, ketidakmerataan akses 
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teknologi, dan kendala dalam transparansi dan efisiensi pelayanan. Peluang 

mencerminkan potensi positif dari penerapan e-Government, seperti peningkatan 

transparansi, efisiensi dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta 

kesempatan untuk memperbaiki infrastruktur dan pengelolaan data pribadi secara 

lebih baik. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, transformasi hukum 

administrasi di era digital di Kota Probolinggo menunjukkan berbagai tantangan 

dan peluang yang perlu dihadapi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih 

transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan utama 

yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kapasitas 

sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sistem digital, serta masalah terkait 

keamanan dan perlindungan data pribadi. Selain itu, ketidakmerataan akses 

teknologi di berbagai wilayah juga menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat 

untuk memanfaatkan layanan publik digital dengan optimal. 

Namun, meskipun ada tantangan, peluang besar juga muncul dari penerapan 

e-Government di Kota Probolinggo. Di antaranya adalah peningkatan transparansi 

dan akuntabilitas pemerintahan melalui akses terbuka terhadap informasi dan 

layanan publik secara digital. Selain itu, efisiensi dalam pelayanan publik 

meningkat, dengan pengurangan waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan 

untuk proses administratif konvensional. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi 

salah satu peluang penting, di mana warga dapat lebih aktif terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan pemerintah. 

Secara keseluruhan, transformasi digital dalam administrasi publik di Kota 

Probolinggo menawarkan banyak potensi positif, namun memerlukan perhatian 

khusus terhadap pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan 

perlindungan data pribadi. Pemerintah Kota Probolinggo perlu terus 

mengembangkan sistem yang ada, memastikan pemerataan akses teknologi, dan 

memperkuat regulasi untuk mendukung keberlanjutan transformasi ini. Dengan 

demikian, tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan 

akuntabel dapat terwujud dengan lebih efektif. 

Transformasi hukum administrasi di era digital memberikan tantangan dan 

peluang yang signifikan bagi pemerintah Kota Probolinggo dalam menciptakan 

pemerintahan yang transparan dan efisien. Walaupun ada tantangan terkait 

infrastruktur, SDM, dan keamanan data, penerapan e-Government menawarkan 

peluang besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi 

masyarakat. Pemerintah Kota Probolinggo perlu mengatasi tantangan tersebut 
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dengan memperkuat infrastruktur teknologi, memperbaiki regulasi perlindungan 

data, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan 

digital secara adil dan merata. 
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